BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

PEMILU (Pemilihan Umum) adalah sarana demokrasi di Indonesia untuk
menentukan pemimpinnya. Runtuhnya orde baru Indonesia ditandai dengan
kebebasan menyatakan pendapat, kebebasan pers, dan pemilihan umum yang
bebas, jujur, dan adil. Kran-kran demokrasi seperti terbuka luas sehingga mulai dari
menentukan kepala daerah sampai kepala negara, ditentukan oleh mekanasime

pemilihan umum.

Pemilihan umum kepala daerah atau disingkat Pilkada, sebagai sarana
pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah propinsi dan kabupaten atau kota dengan
pengembangan sarana demokrasi dan kedaulatan rakyat dalam negara Indonesia.
kepala daerah dan wakil kepala daerah di pilih secara langsung oleh rakyat yang di
laksanakan secara demokratis berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia,
dan adil melalui pemungutan suara yang dilakukan oleh rakyat yang berhak pilih
(UU NO. 32 Tahun 2004 dan PP no. 6 Tahun 2005). Sehingga setiap rakyat

Indonesia mempunyai suara hak yang sama dalam menentukan pemimpinnya.

Perubahan dari sentralistik politik menjadi desentralisasi politik telah
membawa dampak yang menarik bagi perubahan dan dinamika politik daerah.
Desentralisasi merupakan konsep yang multi-dimensi. Secara umum, desentralisasi
merupakan penyerahan kewenangan dan tanggung-jawab pemerintahan pusat

(nasional) kepada hirarkhi pemerintahan yang lebih rendah.Dinamika politik lokal



selalu menarik untuk di bahas. Dalam pemilihan kepala daerah selalu menyajikan
fenomena politik yang berbeda-beda antara daerah satu dengan daerah yang lain.
setiap calon kepala daearah memiliki strategi masing-masing untuk menarik suara

dari masyrakat.

Menurut fakta yang terjadi dalam pemilu, kepala daerah yang tengah
memerintah (incumbent) masih mempunyai peluang besar untuk memenangkan
Pilkada. Munurut survey yang dilakukan oleh Skala Survey Indonesia (SSI) calon
kepala daerah petahana (incumbent) yang maju dalam Pilkada 2015 Mayoritas 63,2
persen petahana menang, 36,8 persen kalah. Petahana yang dihitung adalah kepala
daerah yang mencalonkan diri kembali di wilayah ia memimpin. Petahana yang

tidak mencalonkan diri di wilayah ia memimpin tidak dihitung.

Jumlah petahana yang bisa memenangi kontestasi terbanyak ada di Provinsi
NTT, yakni 85,7 persen, disusul Pulau Jawa, 76,6 persen, NTB dan Bali 66,7
persen, dan Sulawesi 65,5 persen. Sementara petahana kalah yang terbanyak ada di
Papua, yakni 54,5 persen. Disusul pulau Kalimantan, 50 persen, Kepulauan Maluku

42,9 persen, dan Pulau Sumatera 40,8 persen. !

1 Carlos,” 63 % Petahana menangi Pilkada”, http://www.beritasatu.com/aktual/344756-632-
petahana-menangi-pilkada.html, diakses 2 Januari 2017, pukul: 17.05 WIB



Diagram 1. 1 Persentase keberhasilan Kepala Daerah Incumbent yang Maju
Sebagai Calon Kepala Daerah Dalam Pemilukada Kabupaten/Kota tahun
2015
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Keterangan : Data didasarkan dari 34 provinsi yang menyelenggarakan
Pilkada 9 Desember 2015. Sumber: database skala survey Indonesia.

Posisi incumbent, menguntungkan bagi kandidat. Besarnya peluang kepala
daerah terpilih kembali yang didapat oleh kepala daerah yang tengah menjabat
adalah dalam bentuk popularitas. Kepala daerah kemungkinan adalah orang yang
paling dikenal oelh pemilu. Kunjungan ke daerah, mengunjungi rumah masyarakat
hingga meresmikan sebuah proyek pembangunan dapat dibungkus sebagai

kampanye untuk mengenalkan diri kepada masyarakat.

Salah satu bupati incumbent di adalah Bupati Hendy Boedoro. Hendy telah
dua periode menjabat sebagai bupati 2000-2005 dan 2005-2010. Namun, pada
periode kedua, ia tersandung kasus korupsi dan kini ditahan di Lembaga
Pemasyarakatan (LP) Kedungpane Semarang sehingga membatuat dia lengser. Sisa

jabatannya 2007-2008 diteruskan Wakil Bupati Siti Nurmarkesi.



Di tahun 2010, istri Hendi Boedoro yaitu Widya Khandi Susanti
mencalonkan diri sebagai calon Bupati. Dengan perolehan suara yang didapat
menang telak dibanding calon yang lain. Melalui Surat Keputusan Nomor
25/Kpts/KPU-Kab-012.329248/2010 tentang Pengesahan Hasil Pemilu Bupati dan
Wakil Bupati Kendal tahun 2010 memutuskan mengesahkan hasil perolehan suara
sah setiap pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kendal tahun 2010 sebagai

berikut. >

Tabel 1.1 Hasil Pilkada 2010

No | Nama pasangan calon Bupati Suara sah persentase

1 | dr. Hj. WIDYA KANDI SUSANTI, MM dan | 207.116 43,22%
H. MUKH MUSTAMSIKIN, S.Ag,

2 | Ir. H. SUGIONO, MT dan HM ABDULLAH, | 50.039 10,44%
SE

3 | Dra. Hj. SITI NURMARKESI dan H. INDAR | 102.667 21,43%
WIMBONO, ST, MM

4 | Ir. H. SUPRIYONO, MM dan NASIKHIN Jr | 20.501 4,28%

5 | dr. H. NUR KHADZIQ, Sp.JP FIHA dan H. R. | 98.862 20,63%
MASTUR DARORI, SH, M.Si

Sumber : Data KPU Kendal

Jumlah pemilih dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) sebanyak 732.017 orang.
Jumlah surat suara sah sebanyak 479.195 dan jumlah surat suara tidak sah sebanyak
35.886 sehingga jumlah seluruh surat suara sah dan tidak sah sebanyak 515.081

dengan tingkat partisipasi pemilih sebesar 70,36 %.

2REKAPITULASI PENGHITUNGAN SUARA PEMILU BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KENDAL TAHUN 2010, juni 2010. Diakses dari : https://kendalkpu.wordpress.com/2010/06/
pada, 30 Oktober 2016. Pukul : 03.13




Kemenangan Widya Khandi tak terlepas dari nama besar sang suami Hendy
Boedoro. Meskipun sang suami tersandung kasus korupsi, namun citra di
masyarakat masih tetap baik. Hal tersebut dikarenakan semasa jadi bupati Hendi
sering menghadiri acara-acara yang diselenggarakan oleh warga. Waktu 7 tahun
menjadi bupati menjadikan nama Hendi di kenal luas di masyarakat Kabupaten
Kendal. Sehingga Hendi masih memiliki orang-orang kepercayaan atau tim
suksesnya hingga tingkat RT/RW. Calon incumbent Siti Nurmarkesi yang menjadi
Bupati karena menggantikan Bupati terpilih yang sangkut korupsipun tak mampu

mengalahkan suara pasangan calon Bupati Widya Khandi Susanti dan Mustakimin.

Sementara pada tahun 2015, Pasangan Mirna Annisa-Masrur Masykur
akhirnya memenangkan Pilkada Kendal dengan memperoleh 289.970 suara
(62,22%). Sedangkan pasangan Widya Kandi Susanti- Moh Hilmi hanya

memperoleh 176.087 suara (37,78%) .



Diagram 1.2 Hasil Pilkada 2015

Hasil Surat Suara

70,00%
62,22%

60,00%
50,00%
40,00% 37,78%
30,00%
20,00%
10,00%
0,00%

Mirna Masrur Widya Hilmi

Sumber : Data KPU Kabupaten Kendal Tahun 2015

Hal tersebut kemudian menjadi menarik karena begitu kuatnya kekuatan
politik yang dimiliki oleh Widya Khandi Susanti, dan merupakan calon bupati
incumbent di Pilkada tahun 2015. Namun Widya gagal melanjutkan jabatannya
sebagai bupati. Berdasarkan hal tersebut analisis kegagalan Widya Khandi Susanti
dalam Pemilukada Kabupaten Kendal 2015, merupakan hal menarik untuk diteliti
dan tentunya akan menambah pemahaman baru terkait runtuhnya dinasti politik di

Kabupaten Kendal.
B. Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah di atas, maka yang menajadi masalah dalam
penelitian ini adalah: Mengapa Petahana Widya Khandi Susanti gagal dalam

Pemilukada Kabupaten Kendal 2015?



C. Tujuan Penelitian Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah mengetahui faktor penyebab kegagalan

Widya Khandi dalam Pemilukada Kabupaten Kendal 2015.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat teoritis

Secara ilmiah dan teoritis, penelitian ini dapat menjadi acuan mengenai

runtuhnya kekuatan elit politik dalam mempertahankan kekuasaaan.

b. Manfaat praktis

Penelitian ini dapat dijadikan bahan evaluasi kandidat yang kalah dalam
pemilukada di Kabupaten Kendal 2015. Selain itu, penelitian ini dapat
dijadikan sebagai acuan bagi pasangan kandidat yang akan maju dalam
pertarungan politik di tingkat pemilukada, khususnya di Kabupaten

kendal.

D. Kerangka Dasar Teori

Teori- teori yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Pilkada



Pemilihan Umum Kepala Daerah, selanjutnya disingkat pilkada, adalah
sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung,
umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil untuk memilih kepala daerahnya yang
baru atau pemilihan Kepala Daerah dalam tingkatan Gubernur, Bupati, dan
Walikota serta para wakilnya. Sedangkan menurut PP nomor 6 Tahun 2005,
Pilkada adalah pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah
sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan/atau
kabupaten/kota berdasarkan Pancasila dan UndangUndang dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945 untuk memilih Kepala Daerah dan Wakil
Kepala Daerah. Dalam pemilu setiap orang atau pemilih yang berusia diatas
17 tahun atau sudah menikah apapun statusnya dan gelarnya mempunyai hak
dan suara yang sama yaitu dihitung satu. Sehingga setiap orang dalam pemilu

mempunyai peran yang sangat penting untuk menentukan.

a. Pilkada di Indonesia

Salah satu perubahan yang sangat signifikan sebagai akibat dari
perubahan UUD 1945 (1999-200) adalah bahwa cara pengisian

jabatan dalam lembaga legislatif dan eksekutif baik ditataran pusat

maupun lokal, harus dilakukan dengan cara pemilihan tentunya

dengan cara yang demokratis.

Dalam pasal 18 ayat(4) UUD 1945 dinyatakan “Gubernur,

Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan



provinsi, kabupaten, dan kota dipilih secara langsung deengan
demokratis”. Artinya setiap masyarakat mempunyai hak yang sama
untuk mementukan kepala daerah, dan kepala daerah dinilai dari
suara terbanyak dari pilihan masyarakat. Dalam hal ini rakyat juga
diberikan kebebasan untuk memilih sesuai hati nuraninya tanpa ada
paksaan. Sehingga rakyat akan menentukan nasib dan masa depan

daerahnya sendiri.

Indonesia Pertama kali dalam melaksanakan Pemilu pada akhir
1955 yang diikuti oleh banyak partai ataupun perseorangan. Pada
tahun 2004 telah dilaksanakan pemilu secara langsung untuk memilih
wakil-wakil rakyat serta presiden dan wakilnya. Sejak bulan juni
2005 telah dilaksanakan pemilihan kepala Daerah atau sering disebut
pilkada langsung. Pilkada ini merupakan sarana perwujudan

kedaulatan rakyat.

Menurut Iwan dan Andi ada lima pertimbangan penting dalam
penyelenggaraan Pilkada langsungbagi perkembangan demokrasi di

Indonesia :

a. Pilkada langsung merupakan jawaban atas tuntutan aspirasi rakyat
karena pemilihan Presiden dan Wakil Presiden , DPR, DPD bahkan
Kepala Desa selama ini sudah dilakukan secara langsung

b. Pilkada langsung merupakan perwujudan konstitusi dan UUD

1945, seperti yang sudah diamanatkan pasal 18 ayat (4) UUD 1945,



Gubernur, Bupati dan Walikota, masingmasing sebagai kepala
pemerintahan daerah provisi, kabupaten dan kota dipilih secara
demokratis. Hal ini telah diatur dalam UU No. 32 tahun 2005
tentang pemilihan, pengesahan, pengangkatan, dan pemberhentian
Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Pilkada langsung sebagai sarana pembelajaran demokrasi (poiltik)
bagi rakyat (civic educatian). la menjadi media pembelajaran
praktik berdemokrasi bagi rakyat yang diharapkan dapat
membentuk kesadaran kolektif segenap unsur bangsa tentang
pentingnya memilih pemimpin yang benar sesuai hati nurani.
Pilkada langsung sebagai sarana untuk memperkuat otonomi
daerah. Keberhasilan otonomi daerah salah satunya juga ditentukan
pemimpin lokal. semakin baik pemimpin lokal dihasilkan dalam
pilkada, maka komitmen pemimpin lokal dihasilkan dalam
mewujudka tujuan otonomi daerah, angtara lain untuk
meningkatkan  kesejahteraan ~ masyarakat dengan  selalu
memperhatikan kepentingan dan aspirasi masyarakat akan dapat
diwujudkan.

Pilkada langsung merupakan sarana penting bagi proses kaderisasi
kepemimpinan nasional. Disadari atai tidak, stok kepemimpinan
nasional amat terbatas. Dari jumlah penduduk yang lebih dari 230

juta, jumlah pemimpin yang kita miliki hanya beberapa, sehingga
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pilkada ini adalah prosess pencarian caloncalon pemimpin untuk

masa yang akan datang.

Dari penjabaran diatas dapat disimpulkan bahwa masyarakat
sangat berperan penting dalam menentukan masa depan pembangunan
daerahnya melalui kandidat yang pemimpin daerah yang dipilih melalui

Pilkada

b. Sistematika Pilkada

Berdasarkan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 32 Tahun
2004 tentang Pemerintah Daerah dan pasal 4 ayat (3) Peraturan
Pemerintah Nomor 6 tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan,
Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah, maka Pilkada

dilakukan secara:

1. Langsung

Rakyat sebagai pemilih mempunyai hak untuk memberikan
suaranya langsung sesuai dengan kehendak nuraninya tanpa
perantara.

2. Umum

Semua warga negara yang memenuhi persyaratan sesuai
dengan ini berhak mengikuti pemilihan Kepala Daerah.
Pemiliha yang umum mengandung makna menjamin.
Kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga
negara, tanpa diskriminasi berdasarkan suku, agama, ras,
antar golongan, jenis kelamin dan status sosial.

3. Bebas

11



Setiap warga negara yang mempunyai hak pilih, bebas
menentukan pilihannya tanpa tekanan dan paksaan dari
siapapun dan dijamin keamananya sehingga dapat memilih
sesuai dengan hati nuraninya.
4. Rahasia
Dalam memberikan suaranya, pemilih dijamin bahwa
pilihannya tidak akan diketahui oleh pihak manapun dan
dengan jalan apapun.
5. Jujur
Dalam penyelenggaraan Pemilihan Kepala Daerah, setiap
penyelenggaran  Pemilihan Kepala Daerah, apaarat
pemerintahan, pasangan calon, partai politik, pengawas
pemilu, pemantau pemilu, serta semua pihak terkait harus
bersikap dan bertindak jujur sesuai dengan peraturan
perundang-undangan.
6. Adil
Dalam penyelenggaraan pemilihan Kepala Daerah, baik
penyelenggaraan Pilkada dalam hal ini KPUD, dan pihak-
pihak terkait
Semangat Pilkada itu dapat terwujud apabila seluruh komponen
masyarakat saling bahu membahu mendukung pelaksanaan Pilkada sesuai
aturan perundang-undangan dan penghormatan hak-hak politik setiap warga
Negara. Namun, harus didukung pula oleh seluruh pemangku kepentingan
Pemilu demi terciptanya sinergitas yang kuat dan saling berkesinambungan.
Terlebih, Pasal 126 UU Nomor 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan
Pemilu diatur bahwa pemerintah dan pemerintah daerah wajib memberikan
bantuan dan fasilitasi penyelenggaraan Pemilu. Oleh karena itu, persamaan

persepsi antar pemangku kepentingan Pemilu dalam upaya mewujudkan

Pemilu yang demokratis, mutlak diperlukan.
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2. Partai Politik

Pengertian Partai Politik menurut Miriam Budiardjo partai politik
adalah suatu kelompok terorganisir yang anggota-anggotanya mempunyai
orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Sedangkan menurut Carl J.
Friedrich Partai Politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara
stabil dengan merebut atau mempertahankan kekuasaan terhadap
pemerintahan bagi pimpinan partainya dan berdasarkan pengusaan ini,
memberikan kepada anggota partainya kemanfaatan yang bersifat idiil dan
materiil.’> Partai merupakan satu-satunya kendaraan politik untuk mengisi

strutural dalam pemerintahan untuk legislatif ataupun eksekutif.

La Palombara dan Weiner mengidentifikasi 4 karakteristik dasar partai

politik sebagai berikut : *

1. Organisasi jangka panjang.

Organisasi partai politik harus bersifat jangka panjang, diharapkan
dapat terus hadir meskipun pendirinya sudah tidak ada lagi. Partai
politik bukan sekedar gabungan dari para pendukung yang setia dengan
pemimpin yang kharismatik, Partai politik hanya berfungsi dengan baik

sebagai organisasi. Ketika ada sistem dan prosedur yang mengatur

3 Prof. Budiardjo Miriam, Dasar-Dasar Ilmu Politik, Jakarta, Gramedia Pustaka Utama, 2008, Hal

403.

* Prof. Firmanzah, Ph.D, Mengelola Partai Politik, Komunikasi dan Positioning ideologi politik di era demokrasi, jakarta,
Yayasan Obor Indonesia, 2011, Hal: 68
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aktivitas organisasi, ada mekanisme suksesi yang dapat menjamin

keberlangsungan partai politik untuk jangka waktu yang lama.

2. Struktur organisasi.

Partai politik hanya akan menjalankan fungsi politiknya apabila
didukung oleh struktur oraganisasi, mulai dari tingkat lokal sampai
nasional. Partai politik kemudian dilihat sebagai organisasi yang
meliputi wilayah teritorial serta dikelola secara prosedural dan
sistematis. Struktur organisasi partai politik yang sistematis dapat
menjamin aliran informasi dari bawah ke atas maupun dari atas ke
bawah, sehingga dapat meningkatkan efisiensi serta efektivitas fungsi

kontrol dan kordinasi.

3. Tujuan berkuasa
Partai politik didirikan untuk mendapatkan dan mempertahankan

kekuasaan, baik dilevel lokal maupun nasional.

4. Dukungan Publik.

Dukungan publik yang luas merupakan cara untuk mendapatkan
kekuasaan. Partai politik perlu mendapatkan dukungan luas dari
masyarakat, dukungan inilah yang menjadi sumber legitimasi untuk
berkuasa. Karakteristik ini menunjukan bahwa partai politik harus

mampu diterima oleh mayoritas masyarakat, semakin besar dukungan
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publik yang didapatkan oleh suatu partai politik. Semakin besar juga

legitimasi yang diperoleh.

Fungsi partai politik menurut Ramlan Surbaki.’ Fungsi utama partai politik

ialah mencari dan mempertahankan kekuasaan guna mewujudkan program-
program yang disusun berdasarkan ideology tertentu. Berikut ini fungsi partai

politik :

1. Sosialisasi Politik

Sosialisasi politik ialah proses pembentukan sikap dan orientasi politik para

anggota masyarakat.

2. Rekruitmen Politik

Rekruitmen politik ialah seleksi dan pemilihan atau seleksi dan
pengangkatan seseorang atau sekelompok orang untuk melaksanakan
sejumlah peranan dalam system politik pada umumnya dan pemerintahan

pada khususnya.

3. Partisipasi Politik

Partisipasi politik ialah kegiatan warga negara biasa dalam mempengaruhi
proses pembuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan umum dan dalam ikut

menentukan pemimpin pemerintahan.

> Ibid
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Dalam peneltian ini, teori partai politik digunakan untuk meneliti karakteristik
serta fungsi partai untuk masyarakat. Partai yang akan diteliti yaitu PDIP, sebagai

partai yang mengusung petahana Widya Kandhi Susanti.

3. Strategi

Strategi berasal daribahasa yunani “Strategos” (Stratos: militer dan
pemimpin), yang berarti “generalship” atau sesuatu yang dikerjakan oleh para
jenderal perang, jadi istilah strategi pada awalnya muncul pada dunia militer.

Dalam kamus Longman Dictionary of Contemporary English, arti dari
strategi adalah strategy is a particular plan for winning success in particular
activity, as in war, a game, a competition, or for personal advantage®

Jadi, strategi merupakan perencanaan dalam mensukseskan tujuan
dalam segala aktifitas. Baik dalam mensukseskan peperangan, kompetisi
maupun yang lainnya. Kemudian, seiring dengan perkembangan kemajuan
ilmu pengetahuan dibidang manajemen, kata strategi yang biasa di gunakan
organisasi profit dan non profit, sering digabungkan dengan perencanaan
strategi maupun manajemen strategi. Perencanaan strategi dimaknai
rancangan yang bersifat sistemik dilingkungan sebuah organisasi. Sedangkan
manajemen strategi mempunyai definisi yang berbeda-beda.

Yang pertama, proses atau rangkaian kegiatan pengambilan keputusan
yang bersifat mendasar dan menyeluruh, disertai penetapan cara

melaksanakannya, yang dibuat oleh manajemen puncak dan

¢ Kamus Longman Dictionary of Contemporary English, The Pitman Press, Bath, Great Britain,
1982

16



diimplementasikan oleh seluruh jajaran di dalam suatu organisasi untuk
mencapai tujuannya.” Dilihat dari pengertian diatas dapat dijelaskan secara
rinci, yaitu; manajemen strategi adalah proses pengambilan keputusan, kedua,
keputusan yang diambil merupakan keputusan yang menyeluruh dan
mendasar. Ketiga, pembuatan keputusan harus dilakukan oleh pucuk
pimpinan sebagai penanggung jawab utama dalam keberhasilan dan
kegagalan dalan sebuah organisasi. Keempat, pengimplementasian keputusan
tersebut sebagai strategi organisasi untuk mencapai tujuan yang dilakukan
oleh seluruh jajaran organisasi. Kelima, keputusan tersebut harus
diimplementasikan oleh seluruh jajaran organisasi dalam bentuk
kegiatan/pelaksanaan pekerjaan yang terarah.

Menurut Amold Steiberg, strategi adalah rencana atau tindakan.
Penyusunan dan pelaksanaan strategi mempengaruhi sukses atau gagalnya
strategi pada akhirnya.® Dalam hal ini kakdidat kepala daerah harus memiliki

strategi untuk mendapatkan kursi kekuasaan.

a. Strategi Pendekatan Pasar

Dalam pendekatan startegi ini kepada masyarakat ada tiga

pendekatan yang dapat dilakukan partai politik :

1) Push Marketing

Dalam strategi ini, partai politik berusaha mendapatkan
dukungan melalui stimulan yang diberikan kepada pemilih.
Masyarakat perlu mendapatkan dorongan dan energi untuk

7 Hadari Nawawi, Manajemen Strategi Organisasi non Profit Bidang Pemerintahan dengan Ilustrasi di Bidang
Pendidikan, (Yogyakarta: Gadjah Mada Press, 2005), hal.148
8 Pito, TA, Mengenal Teori-teori politik, Jakarta, 2005, hal. 261
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pergi ke bilik suara dan mencoblos kontestan.” Menurut
Adam Nursal push marketing adalah bagaimana
penyampaian produk politik langsung kepada para pemilih.
Dalam pendekatan ini kandidat kepala daerah berusaha
mendapatkan dukungan melalui stimulasi yang diberikan
kepada pemilih. Masyarakat perlu mendapatkan dorongan
dan energi untuk pergi ke bilik suara dan mencoblos suatu
kontestan. Di samping itu kandidat perlu menyediakan
sejumlah alasan yang rasional maupun emosional kepada
para pemilih untuk bisa memotivasi mereka agar tergerak
dan bersedia memberikan dukungan Tanpa alasan-alasan
ini, pemilih akan merasa ogah ogahan karena mereka tidak
punya cukup alasan untuk menyuarakan aspirasi mereka.
Namun pada dasarnya push marketing adalah usaha agar
produk politik dapat menyentuh para pemilih secara
langsung dengan cara yang lebih personal.'”

2) Pass Marketing

Strategi ini menggunakan individu maupun kelompok yang
dapat mempengaruhi opini pemilih. Sukses tidaknya
penggalangan massa akan sangat ditentukan oleh pemilih para
influencer ini karna mereka yang memberikan pengaruh
kepada kontestan, semakin tepat influencer yang dipilih, efek
yang dirath menjadi semakin besar dalam mempengaruhi
pendapat, keyakinan dan pikiran publik. Strategi ini
menggunakan individu-individu maupun kelompok yang
dapat mempengaruhi opini pemilih (influencer). Sukses
atau tidak penggalangan massa akan sangat ditentukan oleh
pemilihan para influencer ini. Semakin tepat influencer
yang terpilih, efek yang diraih pun akan menjadi semakin
besar dalam mempengaruhi pendapat, keyakinan dan
pikiran publik.!!

3) Pull Marketing

Strategi jenis ini menitik beratkan pada pembentukan image
politik yang positif. Menurut Nursal pull Marketing adalah
bagaimana penyampaian produk politik dengan
memanfaatkan media massa. Strategi seperti ini menitik
beratkan pada pembentukan image politik yang positif.
Roboniwitz dan Machdonald (1989) menganjurkan bahwa
supaya simbol dan image politik dapat memiliki dampak

3 Prof.Firmanzah, PH.D Marketing Politik, Jakarta, Obor, 2012, Hal : 127
10 Adman Nursal, Op.Cit , hal. 242

1 Ibid, hal 244
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yang signifikan, kedua hal tersebut harus mampu
membangkitkan sentimen. Pemilih cenderung memilih
partai atau kontestan yang memiliki arah yang sama dengan
apa yang mereka rasakan.'?

Dalam penelitian ini teori strategi mempunyai peran untuk
mengetahui strategi kampanye politik dan strategi pendekatan pasar yang
dilakukan Partai PDIP. Strategi bergunan sebagai alat pencapai tujuan.
Dalam judul penelitian, peneliti menganalisa terkait kegagalan. Artinya
Strategi yang digunakan oleh partai PDIP tidak berjalan dengan sukses.
Peneliti akan mencari tahu terkait faktor-faktor penyebab kegagalan
strategi yang digunakan oleh Widya Kandi dan partai pengusungnya

yaitu PDIP.

4. Petahana / Incumbent

Petahana atau Incumbent Dalam Cambridge English Dictionary,
Incumbent is person who has or had a particular official position. Artinya
adalah orang yang telah atau memiliki posisi resmi tertentu. Di lingkungan
politik istilah petahana sering muncul ketika ada pemimpin yang sedang
menduduki jabatannya kemudian  mencalonkan dir1i kembali untuk

kepengurusan atau perionde selanjutnya.

Calon petahana (incumbent) sering ikut serta kembali dalam Pilkada
(Pemilihan Kepala Daerah), karena memiliki peluang yang lebih besar dalam

memenangkan Pilkada. Keuntungan mendapat peluang yang besar tersebut

12 Ibid, hal 245
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dapat dipengaruhi oleh beberapa faktor baik secara langsung maupun tidak
langsung. Keuntungan langsung yang diperoleh oleh calon petahana
(incumbent) adalah dari segi popularitasnya yang dikenal oleh masyarakat
sebagai kepala daerah. Namun tak jarang juga yang gagal yang gagal
dalammemenangkan pemilihan umum tersebut. Hal tersebut juga banyak
faktor yang memengaruhi, yaitu pada saat menjadi pemimpin tidak dapat
menjalankan pemerintahannya dengan baik atau masyarakat yang tidak
mendapatkan apa yang mereka inginkan yaitu peningkatan kesejahteraan
ekonomi mereka atau pembangunan di daerah mereka. Gagalnya calon
petahana tersebut seperti menjadi hukuman dari masyarakat karena tidak

dapat menjalankan pemerintahan seperti harapan masyarakat.

1.Faktor Kemenangan Incumbent

a. Kampanye Permanen

Fenomena terpilihnya kembali pejabat yang tengah memerintah
untuk periode berikutnya sangat sering terjadi di Indonesia. Pejabat
yang tengah memerintah mempunyai keuntungan lebih yang tidak
dimiliki oleh kandidat baru. Iwan dan andi dalam jurnalnya

mengungkap keuntungan yang pertama finansial.!?

Sejumlah
keperluan (seperti biaya komunikasi dengan konstituen, perjalanan,

biaya kantor dsb) bisa ditutupi dengan memakai anggaran yang

13 Satriawan iwan, dan Saputra Andi, Jurnal Konstitusi, vol iii, no. 1 “Faktor-Faktor Kemenangan Calon Incumbent dalam
Pilkada”, (Yogyakarta : Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2010), hal, 67
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disediakan oleh negara sebagai kepala daerah. Calon yang tengah
menjabat (incumbent) ini juga bisa mendayagunakan staf ahli,
administrasi, dan fasilitas penunjang kantor lain. Dengan
kemudahan finansial dan perlengkapan itu, calon yang tengah
memerintah punya kesempatan melakukan kampanye terus menerus

sepanjang waktu.

Posisi incumbent, menguntungkan bagi kandidat. Besarnya
peluang kepala daerah terilih kembali ini tidak bisa dilepaskan dari
keuntungan yang didapat oleh kepala daerah, baik keuntungan
langsung maupun tidak langsung. Keuntungan langsung didapat
oleh kepala daerah yang tengah menjabat adalah dalam bentuk
popularitas. Kepala daerah kemungkinan adalah orang yang paling
dikenal oleh pemilih. Sementara keuntungan tidak langsung didapat
oleh kepala daerah incumbent dari aktivitasnya sebagai kepala
daerah. Kunjungan ke daerah, mengunjungi rumah masyarakat
hingga meresmikan sebuah proyek pembangunan dapat dibungkus
sebagai kampanye untuk mengenalkan diri kepada masyarakat.
Seornag incumbent tentu saja sudah banyak dikenal oleh masyarakat
di daerahnya karena kedudukannya sebgai orang nomor satu di
daerahnya. Dengan demikian ia lebih populer dibandingkan dengan
yang lain. Calon incumbent juga dapat menguasai opini publik di
daerahnya. Melului kemampuan incumbent menaikan citra dirinya,

mereka dapat “menguasai” media massa selama kampanye.
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Misalnya mereka dapat emnciptakan isu yang menarik perhatian

media, sehingga publikasi kampanyenya luas.

Melalui jaringan birokrasi, incumbent dapat memobilisasi
mesin birokrasi untuk memobilisasi massa. Sebagai kepala daerah
yang sedang berkuasa, ia dapat memanfaatkan progam-progam dan
anggaran pemerintah (baik dari pusat maupun daerah) untuk
meningkatkan popularitasnya dengan cara kunjungan-kunjungan
kedinasan. Hal ini secara tidak langsung dapat menjadi fasilitas
gratis untuk menanamkan simpati dan menarik simpati massa.
Bantuan yang notabene dari pemerintah secara tidak langsung dapat

merekatkan hubungan emosional.

b. Fenomena dan Budaya Masyarakat

Iwan dan Andi dalam penelitiannya mengungkapkan
fenomena masyarakat kita hanya mementingkan figur, atau bahkan
paling ekstrimnya siapa yang berani memberi uang lebih banyak
atau bantuan fisik lain yang diperlukan masyarakat.'* Bantuan dalam
hal tersebut seperti, bantuan untuk membuat selokan, mengaspal
jalan warga dan permintaan-permi-ntaan materi lainnya maka ialah
yang akan dipilih. Pilihan-pilihan pragmatis seperti ini hampir

menjadi hal yang lumrah dalam masyarakat kita. Sehingga wajar jika

1% Ibid, hal 82
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untuk menjadi calon bupati saja harus mempunyai uang milyaran
rupiah agar terpilih. Hal ini dikarenakan masih rendahnya kesadaran
politik masyarakat kita yang tidak mencoba melihat visi-misi dan
progam calon yang bersifat lebih menguntungkan bagi daerah untuk

jangka panjang.

Namun dalam konteks masyarakat Indonesia figur masih
menjadi hal yang utama ketimbang isu atau progam. Hal ini tidak
terlepas dari budaya politik kita yang masih cendurung bersifat
patrimonial dengan ikatatan primodial yang kental. Ikatan ini
ditandai dengan besarnya pengaruh “patron” terhadap masyarakat
dan  kuatnya  sentimen  kedaerahan,suku,agama,ras  dan
sebagainyadalam penentuan pilihan.'> Menurut Gabriel Almon yang
dikutip oleh Iwan dan Andi dalam masyarakat parokhial dan kaula,
terjadi keterbatasan diferensiasi pada masyarakat dalam peranan
politik dan memposisikan diri sebagai masyarakat “pasif”.
Sementara dalam masyarakat partisipan sudah dapat menilai dengan
penuh kesadaran baik sistem sebagai totalitas. Sehingga keterlibatan
dalam politik bukan hanya pada saaat rutinitas lima tahunan (pemilu
dan pilkada) tetapi sudah sampai pada proses perencanaan,

pengambilan dan evaluasi kebijakan pemeran politik/pemerintah.

15 Ibid, hal 84
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c. Media dan Opini Publik

Keterlibatan media dalam dunia politik merupakan suatu hal
yang lumrah. Media dalam hal ini diartikan secara luas, yaitu sarana
yang terkait dengan penyampaian pesan, baik yang bersifat riil
maupun simbolik, dari intitusi politik kepada masyarakat yang lebih
luas. Keefektifan media massa dalam menyampaikan pesan telah
menjadikannya sebagai wadah pertempuran politik karenan
kemampuannya dalam memebentuk oponi publik. Media mampu
menjangkau massa dalam jumlah yang cukup besar, informasi dari

media massa akan dapat menembus populasi yang besar pula.

Firmanzah mengungkapkan ketika kekuatan politik ingin
mendiskripsikan image politik lawan, yang diperlu dilakukan sudah
cukup dengan membanyjiri informasi di media massa dengan hal-hal
yang buruk yang dilakukan oleh lawan politik. Begitu sebaliknya,
ketika ingin membentuk image positif dari publik, cukup dengan
membanjiri media massa dengan hal-hal positif. Status petahana
yang pernah menjabat memiliki kedekatan yang lebih dengan media
sekitar. Ketika ingin membangun image positif kepala daerah sering
mengajak media untuk meliputnya. Awak media juga membutuhkah
berita. Sehingga terjadi simbiosis yang saling menguntungkan antar

kedua belah pihak.
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Kekuatan membentuk opini publik ini membuat media massa
memiliki kekuasaan politik. Paling tidak, media memiliki kekuasaan

untuk membawa pesan politik dan membentuk opini publik.

Dalam teori petahana, peneliti berusaha mengetahui terkait kenerja
petahana, budaya yang ada di masyarakat, serta opini publik terkait

kandidat petahana yang ada dimasyarakat.

5. Dinasti Politik

Dinasti politik merupakan sebuah serangkaian strategi politik manusia
yang bertujuan untuk memperoleh kekuasaan, agar kekuasaan tersebut tetap
berada di pihaknya dengan cara mewariskan kekuasaan yang sudah dimiliki
kepada orang lain yang mempunyai hubungan keluarga dengan pemegang
kekuasaan sebelumnya. Menurut Nuritomo dan Rossieta yang dikutip oleh
febriana menyebutkan bahwa berkembang dan berhasilnya dinasti politik
dalam mempertahankan dan memperluas basis kekuasaan mereka dapat
dipengaruhi oleh beberapa faktor. '°Faktor yang pertama yaitu nama keluarga
memberikan keuntungan pemilu atas pesaing non- dinasti. Faktor yang kedua
yang memberikan kontribusi terhadap munculnya politik dinasti adalah

pengendalian dari negara yang lemah dan oligarki keluarga.

16 Febriana Diah, 2015, “Pengaruh Kinerja Keuangan, Politik Dinasti, dan Kinerja Pemerintah
Daerah Terhadap Akuntabilitas Pelaporan Keuangan Pemerintah Daerah di Indonesia Tahun
2012 - 2013, Yogyakarta : Fakultas Ekonomi UMY
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Menurut koordinator komite pelaksanaan otonomi daerah Robert Endi
Jaweng, ada tiga jenis dinasti politik.!” Pertama, adalah model dinasti politik
regenerasi yang modelnya seperti "arisan keluarga". Yakni, satu keluarga
memimpin satu daerah tanpa jeda.Seperti contohnya Kediri, sebagai daerah
dengan dinasti Indonesia pertama di Indonesia. Lebih lama dari dinasti politik
Ratu Atut Chosiyah. Dari 1999 sampai sekarang dipimpin oleh satu keluarga.
1999-2009 Sutrisno dua periode Kebetulan punya dua istri. 2009, dua istri ini
berkontestasi. Kebetulan istri pertama dan kedua. Yang menang istri pertama
dan sekarang masuk periode kedua. Kedua, adalah dinasti politik lintas kamar
dengan cabang kekuasaan. Misal, sang kakak menjadi bupati daerah tertentu,
sang adik Ketua DPRD, dan anggota keluarganya yang lain memegang posisi
Kepala Dinas yang strategis. Terjadi di Aceh, misalnya. Jadi, kontrol, check
and balance tidak terjadi. Semetara yang ketiga, adalah model lintas daerah.
Dimana satu keluarga memegan jabatan penting di berbagai daerah yang
berbeda. Ini yang saya rasa paling kuat karena dia sudah bisa kuat dengan
keluarganya sendiri. Bapaknya gubernur dimana, anaknya gubernur dimana.
Sulawesi Utara contoh yang cukup kuat dan juga Sulawesi Selatan. Dari tiga
model, ini yang ada di Indonesia. Tiga-tiganya adalah dinasti karena

kekuasaan menggumpal pada satu atau dua keluarga saja.

Studi politik dinasti yang dilakukan oleh Ernesto Dal Bo, Pedro Dal Bo,

dan Jason Snyder (2007)yang dikutip dalam artikel kompas mengenai dinasti

17 Kompas, 7 januari 2017, “Tiga Jenis Dinasti Politik, Mana yang Terkuat?” ,
http://nasional.kompas.com/read/2017/01/07/11274501/tiga.jenis.dinasti.politik.mana.yang.terkuat
. Diakses pada, 5 mei 2017 pukul 02:38 WIB
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politik di Kongres Amerika Serikat sejak berdirinya tahun 1789 memberikan

beberapa catatan. Pertama, terjadi korelasi antara dinasti politik dan
kompetisi politik. Merebaknya politik dinasti berbanding lurus dengan
kompetisi politik yang tidak sehat. Semakin tidak adil aturan main dalam
kontestasi politik, semakin menyuburkan politik dinasti. Kedua, semakin
lama seseorang menjadi anggota kongres, semakin cenderung mendorong
keluarganya menjadi anggota lembaga tersebut. Kekuasaan yang cenderung
memproduksi kekuasaan dalam dirinya dalam ungkapan mereka disebut

dengan power begets power.'t

Dinasti politik memperlihatkan terjadi
demokrasi yang tidak adil. Dimana pemimpin kekuasaan daerah depegang

oleh sanak keluarga akibat dari penyalahgunaan kekuasaan.

Ada beberapa hal yang dapat memunculkan dinasti politik :

a. Rekrutmen Partai Politik

Partai politik sebagai suatu organisasi sangat berperan dalam
mencetak pemimpin yang berkualitas dan berwawasan nasional.
Pemimpin yang berkualitas ini tidak hanya berorientasi pada
kepentingan partai politik yang diwakili. Ketika menjadi pemimpin
nasional, ia otomatis menjadi pemimpin semua orang. Pemimpin ini

tidak lahir secara sendirinya. Perlu proses pendidikan baik yang bersifat

18 Kompas, 21 juli 2015, ”Politik Dinasti, Sebab atau Akibat?”,
http://nasional.kompas.com/read/2015/07/21/17055371/Politik.Dinasti.Sebab.atau.Akibat.?pag
e=all. Diakses 5 mei 2017, pukul 22:55
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formal maupun non formal. Yang mampu membentuk jiwa dan karakter
pemimpin. Dalam struktur dan sitem politik, organisasi partailah yang
paling bertanggung jawab dalam melahirkan pemimpin pemimpin
berkualitas. Tentunya orang-orang yang memiliki sistem nilai dam

ideologi sama serta potensi untuk di kembangkan yang perlu di rekrut.

Namun tak sedikit pula proses perekrutan pemimpin dalam partai
politik dilakukan dengan cara asal comot. Perekrutan asal comot
tersebut sering dilakukan oleh para pemimpin yang mengisi struktural
partai politik kemudian merekrut anggota keluarganya masuk kedalam
partai. Seperti contahnya yang terjadi belum lama ini anak ketua partai
sekaligus mantan presiden Indonesia SBY (Susilo Bambang
Yudhoyono) yaitu AHY (Agus Harimurti Yudhoyono) masuk
kepertarung politik untuk merebutkan kursi Gubernur Jakarta. AHY
notabene adalah seorang tentara, namun dia mampu mencalonkan diri
menjadi calon gubernur yang diusung oleh partai Demokrat tanpa
terlebih dahulu berproses di dalam partai Demokrat. Ketua partai

mempunyai peran dalam pelanggengan dinasti politik yang ada.

Menurut pengamat Universitas Sultan Ageng Tirta Yasa, Dahnil
Anzhar. Partai Politik memiliki peran dalam membangun dinasti
politik. Partai politik saat ini memiliki kecenderungan untuk
memasukkan kader partai yang hanya memiliki modal kuat. Sementara,

para kader yang justru memiliki kemampuan serta integritas kuat,
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cenderung tidak dilirik. Rata-rata dinasti politik itu, memiliki modal
yang kuat. Karena itulah kemudian orang-orang yang memiliki modal

besar bisa menang di dalam pertarungan pilkada.

Dalam hal ini perekrutan politik termasuk menjadi penyebab
terjadi dinasti politik. Karena partai politik bertanggung jawab atas

pemimpin yang nantinya akan maju kedalam bursa pencalonan pilkada.

b. Peran Elit

Elit politik adalah orang-orang terbaik atau pilihan di satu kelompok
atau kelompok kecil orang-orang terpandang atau petinggi politik, yang
duduk dalam tatanan Struktur Politik dalam hal ini anggota legislatif
(DPR/DPRD) dan atau Partai Politik (Parpol), atau pemerintah baik pusat

maupun daerah. "

Kata elit dapat diartikan dalam berbagai konteks yang berarti terbaik,
istimewa, paling mulia atau hal yang terbaik dari sesamanya. Pereto
menjelaskan bahwa elit secara sederhana dapat diartikan sebagai individu
yang memiliki kemampuan istimewa atau lebih dalam kegiatan tertentu
seperti pengetahuan politik atau bisnis besar. Pareto juga membagi istilah elit
kedalam dua hal. Pertama, a governing elite yaitu sekumpulan pemimpin
yang secara langsung maupun tidak langsung memiliki peran dalam mengatur

masyarakat. Kedua, a non-governing elite yaitu sebagai pengingat atau

19 Agus Pramono, 2005, Elite politik : yang loyo, dan harapan masa depan, Jakarta, hal 3
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pengkritik dari kelompok elit itu sendiri. Dalam pengetahuan sosial
kontemporer, kata elit mengacu pada kelompok-kelompok yang memiliki

status tinggi dalam masyarakat karena alasan apapun.?’

Asumsi teori elite mengatakan bahwa dalam setiap masyarakat terbagi
dalam dua kategori :1) Sekelompok kecil manusia yang memiliki kemampuan
dan karenanya menduduki posisi untuk memerintah, dan mereka disebut : (a.)
Elite yang berkuasa dan (b.) Elite yang tidak berkuasa. 2). Sejumlah besar

massa yang ditakdirkan untuk diperintah.?!

Sebagaimana dikatakan oleh Gaetano Mosca yang dikutip oleh Robert

D. Putnam:

Dalam setiap Masyarakat terdapat dua kelas penduduk-satu
kelas yang menguasai dan satu kelas yang dikuasai-. Kelas
pertama, yang jumlahnya selalu lebih kecil, menjalankan semua
fungsi politik, memonopoli kekuasaan dan menikmati
keuntungan yang diberikan oleh kekuasaan itu, sedangkan kelas
kedua, yang jumlahnya jauh lebih besar, diatur dan dikendalikan
oleh kelas pertama itu.?

Sedangkan Harold Laswell merumuskan konsep elite sebagai suatu
kelas yang terdiri dari mereka yang berhasil mencapai kedudukan dominasi
dalam masyarakat dalam arti bahwa nilai-nilai yang mereka ciptakan,
hasilkan, mendapat penilaian tinggi dalam masyarakat yang bersangkutan.

Nilai-nilai itu mungkin berupa kekuasaan, kekayaan, kehormatan,

20 Dunleavy, Patrick & O'Leary, Brendan. 1987. Theories of the state: The politics of liberal
democracy. New York: Meredith Press.

2! Varma, SP., Teori Politik Modern, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1975.

22 Gaetano Mosca, The Ruling Class (New York: McGraw-Hill, 1939), hal. 50 yang tercantum
dalam karya Mohtar Mas’oed dan Collin McAndrews (eds), Perbandingan Sistem Politik,
(Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 1991), hal.77
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pengetahuan dan lain-lain. Artinya elite berhasil memiliki sebagian terbanyak
dari nilai-nilai, karena kecakapan-kecakapan serta sifat-sifat kepribadian

mereka.?

Dalam penelitian ini, teori dinasti politik berguna untuk mengetahui
perekrutan partai politik serta peran elit yang berkuasa maupun elit yang tidak

berkuasa dalam mempengaruhi persepsi di dalam masyarakat.

E. Definisi Konseptual

Definisi  konsepsional adalah definisi yang di gunakan untuk
menggambarkan secara tepat suatu fenomena yang akan di teliti. Definisi
konsepsional ini juga di gunakan untuk menggambarkan secara abstrak tentang
kejadian, keadaan kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian dalam

ilmu sosial.?*

1. Pilkada

Pilkada adalah pemilihan kepala daerah dan merupakan wadah
demokrasi masyarakat untuk menentukan pemimpin dan khususnya

dalam hal ini Kepala Daerah.

2. Strategi

23 Pemikiran Harold Laswell ini dikutip Soeleman Soemardi, Cara-cara Pendekatan “kekuasaan”
sebagai gejala sosial, dalam Miriam Budiardjo (eds), Aneka Pemikiran tentang Kuasa dan
Wibawa, ( Jakarta: Pustaka Sinar Harapan, 1991), hal. 34

24 Singarimbun Masri, 1992.Metode penelitian survey, Jakarta LP3S, Hal 34.
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Strategi adalah langkah-langkah ataupun taktik yang dilakukan oleh
kandidat maupun para partai politik dengan mengoptimalkan
kemampuan atau potensi yang dimiliki untuk ikut persaingan
memperoleh suara terbanyak serta mendapatkan kemenangan pada

pemilihan kepala daerah.

3. Partai Politik

Partai politik merupakan alat para kontestan untuk mencapai kekuasaan,
baik level lokal maupun nasional. Partai politik mempunyai fungsi
sosialisasi, rekruitment, partisipasi, komunikasi politik bahkan
pengendalian konflik serta kontrol politik. Maka suatu kebijakan dapat
dilakukan dengan sistem demokrasi melalui politik yang diwakili partai
politik sebagai strategi kekuasaan untuk memutuskan kebijakan itu

sendiri.

4. Petahana/ Incumbent

Pertahana atau incumbent adalah kepala daerah yang masih memegang
jabatan kemudian mencalonkan kembali dalam pemilihan umum kepala
daerah selanjutnya atau dalam arti lain seseorang yang masih
memengang jabatan kemudian mencalonkan kembali di periode

selanjutnya.

5. Dinasti Politik
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Dinasti Politik adalah serangkaian orang-orang yang mempunyai ikatan
kekeluargaan yang duduk dalam tatanan tertinggi Struktur Politik dalam
hal ini anggota legislatif (DPR/DPRD) dan atau Partai Politik (Parpol),

atau pemerintah baik pusat maupun daerah.

F. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah bagaimana cara mengukur dan melihat
suatu variabel, sehingga penelitian ini akan benar-benar terarah dengan baik
dan jelas. Agar suatu penelitian dapat diukur dengan jelas maka perlu

disusun definisi operasionalnya, sebagai berikut :

1. Analisis faktor-faktor kegagalan strategi

a. Strategi Pendekatan Pasar

e Push Marketing
e Pass Marketing
e Pull Marketing

2. Petahana

a. Kampanye Pemanen
b. Budaya masyarakat

c. Media dan Opini Publik

3. Dinasti politik
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a. Rekutmen Partai Politik

b. Peran Elit

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian deskriptif kualitatif. Menurut Bogdan dan
Taylor, penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan data
deskriptif berupa kata-kata tertulis atau secara lisan dari orang-orang dan
perilaku yang dapat diamati.?> Alasan saya memilih metode kualitatif karena
metode memiliki beberapa perspektif teori yang dapat mendukung
penganalisaan yang lebih mendalam terhadap faktor-faktor penyembab
kegagalan Widya Khandi Susanti sebagai calon incumbent dalam Pilkada
Kabupaten Kendal tahun 2015. Dikarenakan kajian fenomena masyarakat yang
selalu  mengalami perubahan (Dinamis). Yang sulit diukur dengan
menggunakan angka-angka maka penelitian kali ini lebih membutuhkan
analisa yang lebih mendalam dari sekedar penelitian kuantitatif yang sangat
bergantung pada kuantifikasi data. Penelitian ini mencoba memahami apa yang

dipikirkan oleh masyarakat terhadap suatu fenomena.

Tipe penelitian ini adalah deskriptif analisis karena penelitian ini

diarahkan untuk menggambarkan fakta dengan argument yang tepat, penelitian

% Lexy J. Moleong, 2011. Metodologi Penelitian Kualitatif (edisi revisi). Bandung. Hal 4
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ini dimaksudkan untuk mengumpulkan informasi mengenai status gejala yang
terjadi dimasyarakat. Tujuan penelitian deskriptif ini sendiri adalah untuk
membuat penjelasan secara sistematis, aktual dan akurat mengenai fakta-fakta.
Dengan demikian dalam perkembangannya selain menjelaskan tentang situasi
atau kejadian yang sudah berlangsung sebuah penelitian deskriptif juga
dirancang untuk membuat komparasi maupun untuk mengetahui hubungan atas

satu variabel kepada variabel lainya

2. Jenis Data

Pada penelitian ini akan menggunakan data yang sesuai dengan objek
penelitian dan memberikan gambaran tentang objek penelitian. Adapun sumber

data yang digunakan yaitu :

a. Data Primer

Dalam penelitian ini untuk mencari data dalam membuktikan fakta
dilapangan, data yang diperoleh melalui lapangan atau daerah
penelitian dari hasil wawancara mendalam dengan informan dan
observasi langsung. Penelitian turun langsung ke tim sukses yang
dibentuk oleh Widya Khandi serta partai pengusung untuk
mengumpulkan data dalam berbagai bentuk seperti rekaman hasil
wawancara nanti dari hasil wawancara dengan berbagai sumber,
peneliti telah mendapatkan data-data mengenai strategi kekuatan

politik pasangan dan hasil target yang tercapai.
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b. Data Sekunder

Dalam penelitian akan melakukan telaah pustaka, dimana peneliti
akan mengumpulkan data dari penelitian sebelumnya berupa buku,
jurnal, koran mengenai strategi politik dan hasil target yang dicapai
Widya Khandi dalam pemilihan kepala daerah di Kabupaten kendal
tahun 2015, serta sumber informasi lainnya seperti sumber dana
kampanye dan -jumlah data pemilih yang berkaitan dengan masalah

penelitian ini.

3. Teknik pengumpulan data

Teknik pengumpulan data merupakan cara pengumpulan data yang
dilakukan oleh peneliti untuk mendukung penelitian. Dalam pembahasan
ini akan dijelaskan cara-cara peneliti dalam mengumpulkan data sebagai
dasar analisa dalam menentukan hasil penelitian. Untuk memperoleh data

yang relevan, peneliti menggunakan beberapa cara diantaranya :

a. Wawancara ( Interview )

Wawancara adalah cara pengumpulan data yang dilakukan dengan
cara mengajukan pertanyaan-pertanyaan mengenai konsep
penelitian ( atau yang terkait dengannya) terhadap individu manusia
yang menjadi unit analisa penelitian pun terhadap individu manusia
yang dianggap memiliki data mengenai unit analisa. Data informan

yang akan saya teliti, meliputi :
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1. Kandidat Petahana (Widya Kandhi S)

2. Tim sukses kandidat petaha

3. Ketua DPC PDIP kabupaten Kendal

4. DPRD dari Fraksi PDIP periode 2010-2015
5. Tokoh Masyarakat (Kepala Desa dan Kyai)

6. Masyarakat Kendal

. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan data dengan menggunakan
berbagai dokumen atau catatan yang mencatat keadaan konsep
penelitian ( ataupun yang terkait dengannya ) didalam unit analisa
yang dijadikan sebagai obyek penelitian. Dokumen data-data yang

berkaitan dengan Pilkada Kabupaten Kendal tahun 2015.

Observasi

Obeservasi merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan
dengan cara pengamatan dan pencatatan secara langsung dilapangan
terkait dengan fenomenan yang akan diteliti. Dalam taknik
pengumpulan data melalui observasi, peneliti terlibat langsung
dengan obyek penelitian karena peneliti merupakan warga
masyarakat kabupaten Kendal guna mendapatkan informasi serta
temuan spesifik terkait dengan faktor penyebab kekalahan Widya

Khandi Susanti dalam Pilkada 2015

37



4. Teknik Analisi Data

Unit analisa adalah obyek analisis yang dijadikan obyek penelitian.
Dalam hal ini peneliti menyusun kegiatan untuk mengumpulkan data

dengan mengambil unit analisa yang telah ditemukan teknik analisis data.

Analisis data merupakan proses menguraikan data secara berurutan
dengan membuat suatu pola berdasarkan kelompok-kelompok tertentu agar
mudah untuk dipahami. Penelitian yang dilakukan oleh peneliti ini memakai
jenis penelitian deskriptif kualitatif yang dilakukan berdasarkan
kemampuan penalaran dari peneliti yang menghubungkan fakta-fakta dan
informasi yang didapat dengan mencoba memahami masalah paradigma

yang muncul di antara masyarakat.

Dalam menyusun suatu penelitian proses analisa data dapat

menggunakan beberapa langkah-langkah yaitu :

1. Menelaah seluruh data yang tersedia dari berbagai sumber. Setelah

dibaca, dipelajari, dan ditelaah, maka langkah selanjutnya,

2. Membuat abstraksi. Abstraksi merupakan usaha membuat
rangkuman yang inti, proses dan pertanyaan-pertanyaan yang perlu

dijaga sehingga tetap berada didalamnya.

3. Langkah selanjutnya adalah menyusunya dalam satu-satuan. Satu-

satuan itu kemudian dikategorikan pada langkah berikutnya.
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4. Tahap akhir dari analisi data ialah mengadakan pemeriksaan

keabsahan data.

5. Redaksi data sebagai proses penyederhanaan data kasar yang muncul
dari catatan-catatan tertulis di lapangan. Data-data diperoleh

dikelompokan untuk memudahkan proses penelitian.
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